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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

    SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511 

Telepon (0380) 3082, 832697, 831234 
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id 

   05 Maret 2025 

 

Nomor : BU.500.12.1/03/Kominfo/2025 

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Permohonan Data PPID Pelaksana 

Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

   

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah  

        Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Pemerintah Provinsi NTT telah meraih Kategori Informatif 

dengan nilai 94.30 pada Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi 

Pusat Republik Indonesia. Penilaian ini akan dilaksanakan secara berkala setiap 

tahun dan oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT harus dapat mempertahankan 

kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai perwujudan implementasi 

keterbukaan informasi publik di Nusa Teggara Timur. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi NTT sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Utama Provinsi NTT perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. PPID Utama akan melakukan pembaharuan Surat  Keputusan Gubernur NTT 

tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT; 

2. Masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

diharapkan menetapkan Pengelola PPID atau Person In Charge (PIC) paling 

lambat 25 Maret 2025, (format terlampir); 

3. Dalam rangka persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 

pada Badan Publik se-Indonesia yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 



oleh Komisi Informasi Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib 

menyediakan informasi publik yang diumumkan secara berkala, setiap saat dan 

serta merta pada media publikasi website ppidutama.nttprov.go.id dan media 

sosial resmi masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Komisi 

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 

(PERKI SLIP). 

4. Setiap Perangkat Daerah wajib mengirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar 

Informasi Dikecualikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008, Pasal 7 dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2021, Pasal 5 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

paling lambat 25 Maret 2025; 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Dinas Kominfo Provinsi 

NTT melalui narahubung Ibu Rammy A. Kadiwano (081322070186). Demikian 

pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 

  

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

       Asisten Administrasi Umum, 

 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

 

       Semuel Halundaka, S.IP., M.Si 

       Pembina Utama Muda 

       NIP. 196602261999031002 

  

 

 

Tembusan : 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

    SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511 

Telepon (0380) 3082, 832697, 831234 
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id 

      Kupang, 15 September 2025 

Nomor :  

Sifat : Penting 

Lampiran : 2 (dua) berkas 

Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ 

Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

 

Yth.  Pimpinan Perangkat Daerah 

        Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi 

Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (self assesment questionnaire) ke seluruh Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan 

dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 

September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy 

Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186). 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih 

 

Sekretaris Daerah, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

       Kosmas D. Lana 

 

 

 

Tembusan ; 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 

 

PARAF HIERARKI 

Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda  

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika  
 

  



 

 

 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

Kupang, 15 September 2025 

Nomor :  

Sifat : Penting 

Lampiran : 2 (dua) berkas 

Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ 

Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

 

Yth.  Pimpinan Perangkat Daerah 

        Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi 

Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (self assesment questionnaire) ke seluruh Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan 

dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 

September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy 

Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186). 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih 

 

An. Gubernur Nusa Tenggara Timur 

Sekretaris Daerah 

 

 

 

Kosmas. D. Lana 

 

Tembusan : 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

PARAF HIERARKI 

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT  

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT  

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT  

  



 

 

 

 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Kupang, 15 September 2025 

Nomor :  

Sifat : Penting 

Lampiran : 2 (dua) berkas 

Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ 

Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

 

Yth.  Pimpinan Perangkat Daerah 

        Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi 

Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (self assesment questionnaire) ke seluruh Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan 

dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 

September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy 

Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186). 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih 

 

An. Gubernur Nusa Tenggara Timur 

        Sekretaris Daerah 

 

 

 

Kosmas. D. Lana 

 

Tembusan : 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

PARAF HIERARKI 

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT  

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT  

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT  

  



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

    SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 8511 

Telepon (0380) 3082, 832697, 831234 
Faks: (0380) 833122, 833068 laman : nttprov.go.id 

          Kupang, 15 September 2025 

Nomor :  

Sifat : Penting 

Lampiran : 2 (dua) berkas 

Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ 

Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

 

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah  

        Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi 

Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (self assesment questionnaire) ke seluruh Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Perangkat Daerah untuk menjawab SAQ dan 

dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 

September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy 

Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186). 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih 

 

 

Sekretaris Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

 Kosmas D. Lana 

 

 

 

 

Tembusan ; 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 
 

 

  



Lampiran :  

 

 

1. Biro  Umum Setda Provinsi NTT; 

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT; 

3. Biro Hukum Setda Provinsi NTT; 

4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT; 

5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;  

6. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; 

7. Inspektorat Daerah Provinsi NTT.



Lampiran Nomor :  

 

 

BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT 

Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam 

bentuk link KPK) yang terdiri dari: 

No. Data yang Dibutuhkan Keterangan 

1. Pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi PPID memberikan link website dan tangkapan layar  yang memuat informasi 

LHKPN Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekteratis Daerah BUKAN dalam 

bentuk link KPK (Bukan link 

KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ) 

2 Pejabat Eselon I di lingkungan instansi pemerintah provinsi 

 

BAPERIDA 

Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan 

1 Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 

yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, 

jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran. 

PPID menyampaikan (1) link website dan (2) tangkapan layar disertai (3) 

dokumen yang sah yang menyajikan sekurang-kurangnya menyediakan 

informasi seluruh nama program, kegiatan, penanggung jawab, sumber dan 

besaran anggaran serta jadwal pelaksanaan. 

2 Mengumumkan informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang 

telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta 

capaiannya Tahun 2025 

PPID menyampaikan (1) link website dan (2) tangkapan layar disertai (3) 

disertai dokumen terkait (bukan LRA atau LKPj dan sejenisnya) 

3 Menyediakan daftar dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas 

peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk 

Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan 

tentang Akreditasi Akuntan Publik 

 

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTT 

Mengumumkan Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik, yang terdri atas: 

No. Data yang Dibutuhkan Keterangan 

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, 

keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 

PPID memberikan (1) link website dan (2) tangkapan layar (Bila tidak ada 

pembaharuan dapat menggunakan tahun sebelumnya) 

2 Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang 

telah disahkan atau ditetapkan 

PPID memberikan (1) link website dan (2) tangkapan layar (Bila tidak ada 

pembaharuan dapat menggunakan tahun sebelumnya, boleh JDIH) 



 

No. Data yang Dibutuhkan Keterangan 

Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2023-2025 yang sekurang-kurangnya terdiri dari: 

1. Menyediakan dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas 

peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk 

Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik  terhadap rancangan peraturan 

Pemerintah Provinsi  X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan 

Audit Pemerintah Provinsi  X 

2. Menyediakan dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, 

keputusan atau kebijakan yang dibentuk 

Contoh: Risalah Asosiasi Sarjana Akuntan Publik  terhadap rancangan peraturan 

Pemerintah Provinsi  X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan 

Audit Pemerintah Provinsi  X 

3. Menyediakan dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang 

dibentuk; 

Contoh: Dokumen rancangan Akreditasi Akuntan Publik 

4. Menyediakan dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk; 

Contoh : Dokumen Tahapan pembuatan peraturan Akreditasi Akuntan Publik 

5. Menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah 

diterbitkan. 

Contoh: Peraturan Kementerian/Lembaga/Badan X No 1 Tahun 2025 tentang 

Penataan Akreditasi Akuntan Publik 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian: 

1 Daftar Dokumen profil pimpinan dan pegawai PPID memperlihatkan daftar dokumen profil pimpinan dan pegawai dan contoh 

dokumen 

 

INSPEKTORAT 

1 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam 

pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025; 

PPID menunjukkan penguasaan tentang daftar dokumen Jumlah, jenis, dan 

gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta 

laporan penindakannya 2023-2025 dan contoh dokumen 

 

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 

1 Data perbendaharaan atau inventaris 2023- 2025 PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang daftar data perbendaharaan 

atau laporan inventaris resmi 2023 - 2025 dan contoh dokumen 

 



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT 

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa  yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2024 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan) 

No. Data yang Dibutuhkan Keterangan 

1. Daftar seluruh dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 - 

2025 yang dimiliki, dikuasai dan dinyatakan sebagai informasi terbuka di 

website Badan Publik 

PPID memberikan alamat link website yang menunjukan daftar dokumen kontrak 

(materi bukan berbentuk pdf) 

2. Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan 

Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 

PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen 

tahap perencanaan paket 

3. Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan 

Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 

PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen 

tahap pemilihan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket 

dalam tahap perencanaan 

4 Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i 

dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 

PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen 

tahap pelaksanaan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan 

paket dalam tahap perencanaan dan pemilihan 

5 Daftar Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2025 dan tertuang 

dalam DIP Tahun 2025 

PPID memberikan alamat link website yang menyediakan daftar dokumen- 

dokumen surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP 

 

 
NO 

 
PERTANYAAN 

TERSEDIA  
BUKTI PELAKSANAAN 

Ya Tidak 

I MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN 

 

 
1 

 

 
Pemerintah Provinsi mengumumkan rencana umum pengadaan Tahun 2025 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan 

penyampaian informasi seluruh paket pengadaan barang 

dan jasa Tahun 2025. (BUKAN LINK GOOGLE 

DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) 

2 
Sebutkan 2 (dua) pengadaan strategis Tahun 2025 yang TELAH SELESAI 

LELANG 

   

https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index


  

 
a. Nama dan nilai Paket 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan 

paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 yang 

bersifat strategis yang selesai pelelangan (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) 

  

 
b. Nama dan nilai Paket 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar yang menunjukkan telah diumumkan 

paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 yang 

bersifat strategis yang selesai pelelangan (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) 

 
Keterangan: Pengadaan strategis adalah yang memenuhi salah satu dari 

kriteria sebagai berikut: (1) berkaitan program nasional atau (2) merupakan 

nilai tertinggi dari seluruh paket atau (3) berkaitan tupoksi dan kewenangan 

Pemerintah Provinsi 

   

 
 
 

 
II 

MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN ( 1. Hanya 

dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket 

Pengadaan Barang dan Jasa . Bila peket pekerjaan tidak 

mensyaratkan hal tertentu, website PPID menuliskan "TIDAK 

RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN") dan TIDAK PERLU MEMBUAT 

SURAT PERNYATAAN. 2. Bila Pengadaan Barang 

dan Jasa menggunakan e-katalog/e-purchasing, maka PPID 

dokumen pengadaan barang dan jasa yang diberikan 

menyesuaikan dengan sistem e- katalog/e-purchasing). 

 Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen 

pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan 

atau selesai lelang Tahun 2025 berupa: 

   

Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan 
pertanyaan I.2 

  
a. Paket 1 (sebutkan nama paket) 

  
PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari 

paket yang yang telah selesai tender 



  
b. Paket 2 (sebutkan nama paket) 

  
PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari 

paket yang yang telah selesai tender 

 
1 

 
Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 

 
2 

 

 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 

   

PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 
3 

 
Spesifikasi Teknis; 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 

4 

 

Rancangan Kontrak; 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 

5 

 

Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 

 

6 

 

 

Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 

   

PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 
7 

 
Daftar Kuantitas dan Harga; 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 

 
8 

 
Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) tangkapan 

layar informasi dan (3) dokumen. (BUKAN LINK 

GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN SEJENISNYA) ) 



 

 
9 

 

 
Gambar Rancangan Pekerjaan; 

   

PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
10 

Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
11 

 
Dokumen Penawaran Administratif; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
12 

 
Surat Penawaran Penyedia; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
13 

Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
14 

 
Berita Acara Pemberian Penjelasan; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
15 

 
Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 

16 

 

Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 



 
17 

 
Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
18 

 
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 

19 

 

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 

  
PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 
     

 
 

 
III 

MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN (1. Hanya dokumen 

yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan 

Barang dan Jasa . Bila peket pekerjaan tidak mensyaratkan hal 

tertentu, website PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK 

DIPERSYARATKAN") dan TIDAK PERLU 

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN. 2. Bila Pengadaan Barang dan 

Jasa menggunakan e-katalog/e-purchasing, maka PPID dokumen 

pengadaan barang dan jasa yang diberikan menyesuaikan dengan 

sistem e-katalog/e- purchasing). 

 
Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen 

pengadaan jasa dan barang 2 paket strategis yang telah selesai pemilihan 

atau selesai lelang Tahun 2025 berupa: 

   

Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan 

pertanyaan I.2 dan II 

 
a. Paket 1 (sebutkan nama paket) 

  
PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari 

paket yang yang telah selesai pekerjaan 

 
b. Paket 2 (sebutkan nama paket) 

  
PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari 

paket yang yang telah selesai pekerjaan 

 
1 

Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak 

yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 



SEJENISNYA) ) 

 

 
2 

Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi 

mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik 

usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber 

dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak 

  
 

PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
3 

 
Surat Perintah Mulai Kerja 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
4 

 
Surat Jaminan Pelaksanaan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
5 

 
Surat Jaminan Uang Muka 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
6 

 
Surat Jaminan Pemeliharaan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
7 

 
Surat Tagihan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
8 

 
Surat Perintah Membayar 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 



 
9 

 
Surat Perintah Pencairan Dana 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
10 

 
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
11 

 
Laporan Penyelesaian Pekerjaan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 

 
12 

 
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

  PPID memberikan (1) alamat website, (2) 

tangkapan layar informasi dan (3) dokumen. 

(BUKAN LINK GOOGLE DRIVE/CLOUD/AWAN DAN 

SEJENISNYA) ) 
     



IV 
UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA/LAYANAN 

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 
1 

Pemerintah Provinsi memiliki regulasi internal yang menjamin transparansi 

pengadaan barang dan jasa 

   
PPID memberikan bukti regulasi terkait 

 
2 

Pemerintah Provinsi memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa 

mandiri seperti misalnya https://biropbj.XXXprov.go.id/ 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar sistem elektronik yang diterapkan 

 
3 

Biro PBJ menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik. 

Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan 

sebagainya 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar sistem elektronik yang diterapkan 

 
4 

Biro PBJ menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen- 

dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik. 

  PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 
tangkapan 

layar akses dokumen. Diperbolehkan akses dokumen 

dengan akses terbatas, sepanjang bukan pembatasan 

pengecualian. 

 
5 

Biro PBJ menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang 

dapat diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan 

sejenisnya 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar informasi dimaksud. 

 
6 

Sistem Informasi elektronik Biro PBJ menyediakan mekanisme permohonan 

informasi 

  
PPID memberikan (1) alamat website dan (2) 

tangkapan layar informasi dimaksud. 
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Jl. Palapa No. 11 Kupang 85111 Telp/Fax : (0380) 821294 
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id, Aduan: diskominfo@nttprov.go.id 

Laman: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id 

 
 

LAPORAN PERJALANAN DINAS 
 

     

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

Dari : 1. Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si 

2. Detry H. Irawan, S.Kom 

Tanggal : 11 -13 Juni 2025 

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas Perjalanan Dinas Kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID 

Provinsi NTT Kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu 

Tembusan  Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban 

pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan 

informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, 

transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya 

kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar 

memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat 

dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik 

juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. 

Dengan keadaan tersebut pemerintah dituntut untuk membuka diri 

kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi yang mudah 

diakses melalui berbagai kanal. 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diharapkan dapat 

membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga 

akses masyarakat terhadap informasi publik dapat lebih mudah, 

mailto:diskominfo@nttprov.go.id
mailto:diskominfo@nttprov.go.id
http://www.nttprov.go.id/
http://www.diskominfo.nttprov.go.id/
http://www.ppidutama.nttprov.go.id/


demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk 

bertanggungjawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-

baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang 

terbuka, dimana hal tersebut merupakan upaya strategis mencegah 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptannya 

kepemerintahan yang baik (good governance). 

 

2. DASAR PELAKSANAAN 

A. Surat Tugas dan SPPD 

• Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

NTT Nomor 900.1.3.4/060/Kominfo1.3 tanggal 5 Juni 2025 

• SPPD Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

Nomor 800.1.11.1/14/KOMINFO1.2/2025 

Nomor 800.1.11.1/17/KOMINFO1.2/2025 

 

B. Regulasi 

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

• Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem 

Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Provinsi 

NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang 

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor 

112/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Provinsi NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023 tentang 

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi NTT; 

• Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023 tentang 

Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. 

 

 



3. MAKSUD DAN TUJUAN 

A. Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah: 

• Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola PPID Pemerintah Kabupaten 

Belu; 

• Mensinergikan program dan kegiatan pengelolaan PPID; 

• Menyampaikan urgensi implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID. 

B. Tujuan 

• Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu 

dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 

• Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

pencapaian pengelolaan informasi publik yang dilakukan PPID 

untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat. 

 

4. WAKTU DAN TEMPAT 

• Waktu : 11 – 13 Juni 2025 

• Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika   

    Kabupaten Belu 

 

5. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

1. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 06.00 Wita Kepala Bidang PIKP Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bersama Tim Monev 

Pengelolaan PPID dan Advokasi KIM di Kabupaten Belu berangkat 

menggunakan travel dan tiba di Kota Atambua Kabupaten Belu menuju 

penginapan pada pukul 13.00 Wita.  

 

2. Tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00 bertempat di Ruang Rapat Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dilaksanakan kegiatan 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID 

Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu. 

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang PIKP Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT Sylvia C. Francis, S.Psi.,MPHM yang 



membahas mengenai urgensi implementasi Keterbukaan Informasi 

Publik di seluruh daerah di NTT dan tata kelola PPID. 

Pembicara selanjutnya oleh Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si sebagai 

koordinator PPID Pemerintah Provinsi NTT yang membahas mengenai 

Penguatan tugas dan fungsi PPID Pemerintah Kabupaten Belu dalam 

rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

 

Dalam kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

NTT juga melakukan sosialisasi SP4N Lapor dan MeJa Rakyat yang 

dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, S.Sos.,M.Si penelaah teknis 

kebijakan sekaligus admin SP4N Lapor dan MeJa Rakyat. 

 

3. Tanggal 12 Juni 2025 pukul 09.00 Wita, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

bertajuk penguatan peran kelompok informasi masyarakat sebagai 

mitra pemerintah dalam komunikasi publik yang berlangsung di Desa 

Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu. 

 

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Provinsi NTT, Sylvia C. 

Francis,S.Psi.,MPHM yang menyampaikan pentingnya kolaborasi 

antara pemerintah dan KIM dalam menyebarluaskan informasi publik 

kepada masyarakat secara tepat dan transparan. 

 

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kakuluk 

Mesak menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim Diskominfo 

Provinsi. Sementara itu, Kepala Desa Dualaus memberikan gambaran 

umum tentang perkembangan dan peran KIM di wilayahnya. 

 

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Diskominfo 

Provinsi NTT. Ita Kana, Pranata Humas Ahli Muda, membawakan 

materi tentang Pola Kemitraan Komunikasi antara Pemerintah dan 

KIM. Sesi selanjutnya diisi oleh Linberthi Duma, Pengendali Konten 



Internet, yang mengupas tuntas mengenai Pengelolaan Website KIM 

sebagai media penyampaian informasi berbasis digital. 

 

Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan sesi Sosialisasi SP4N Lapor 

dan Meja Rakyat, yang dibawakan oleh Yunnir Melany Kiu, Penelaah 

Teknis Kebijakan sekaligus Admin SP4N Lapor dan Meja Rakyat. 

Peserta dibekali informasi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi 

masyarakat kepada pemerintah secara daring. 

 

Peserta bimtek terdiri dari para pengurus KIM yang berasal dari enam 

kelompok KIM di Kecamatan Kakuluk Mesak, serta perwakilan dari 

KIM Desa Kabuna yang dikenal sebagai role model KIM di wilayah 

tersebut. 

 

4. Tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.00, Tim Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT melakukan perjalanan pulang ke Kupang 

dengan menggunakan travel. 

 

6. HASIL YANG DICAPAI 

1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik antara PPID 

Pemerintah Provinsi NTT kepada PPID Pemerintah Kabupaten Belu; 

2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Layanan Informasi Publik; 

3. Melakukan implementasi pengembangan e-government untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

4. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan 

implementasinya disesuikan dengan kondisi yang ada di Pemerintah 

Kabupaten Belu. 

 

7. DANA/PEMBIAYAAN 

Dana yang digunakan dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. 

 

 

 



8. PENUTUP 

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan sebagai bahan 

masukan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. 

 

Kupang, 16 Juni 2025 

Mengetahui, 

 

 

 

Sylvia C. Francis, S.Psi., MPHM 
Pembina IV/a 

NIP.97701182006042005 

 

 
 

 

 

 

 
 

Yang membuat, Yang membuat, 

 

 
 

 

 

Rammy A. Kadiwano, S.Sos.,M.Si 

Penata Tk I 
NIP.198604162010012014 

Detry H. Irawan,S.Kom 

Tenaga Administrasi 

 

  



LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

  

  

  
 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

    DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Jl. Palapa Nomor 11, Kupang 8511 

Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id Posaduan : diskominfo@nttprov.go.id 
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, 

www.ppidutama.nttprov.go.id 

 

         Kupang, 15 September 2025 

Nomor :  

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Penyiapan Data Pengisian SAQ 

Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025 

 

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT 

        di- 

              Tempat 

 

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Komisi 

Informasi Pusat telah menyebarkan SAQ (self assesment questionnaire) ke seluruh Pemerintah 

Provinsi se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Sehubungan dengan perihal tersebut, disampaikan SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tahun 2025 dan hasil pemetaan kepemilikan data di Komisi Informasi NTT untuk menjawab SAQ 

dan dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT paling lambat 30 

September 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID Utama An. Ibu Rammy 

Kadiwano, S.Sos., M.Si (081322070186). 

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih 

 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

Frederik C. P. Koenunu, ST., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 197111152000121003 

 

 

Tembusan ; 

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan); 

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan); 

3. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur, di Kupang (sebagai laporan); 

4. Arsip. 
 

Paraf Hierarki 

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika  

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan 

Komunikasi Publik 

 

Pranata Humas Ahli Muda  

mailto:diskominfo@nttprov.go.id
mailto:diskominfo@nttprov.go.id
http://www.nttprov.go.id/
http://www.diskominfo.nttprov.go.id/
http://www.ppidutama.nttprov.go.id/


Lampiran Nomor : 

KOMISI INFORMASI NTT 

Fasilitasi anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi dalam pelaksanaan tugas yang meliputi: 

1 Penyelesaian sengketa informasi PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk 

Komisi Informasi Provinsi dalam menyelesaikan sengketa informasi 

2 Monitoring kepatuhan pelaksanaan UU KIP PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk 

Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan kegiatan evaluasi dan monitoring 

Pemerintah Provinsi 

3 Sosialisasi PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk 

Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan sosialisasi keterbukaan informasi 

publik 

4 Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi 

Informasi 

PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk 

Komisi Informasi Provinsi untuk mendukung layanan administrasi dan dukungan 

teknis 

5 Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Komisi Informasi berupa 

perkantoran/gedung, alat mobilitas, alat kerja 
 

PPID memperlihatkan dokumen resmi yang berkaitan pemberian fasilitasi kepada 

Komisi Informasi Provinsi 

6 Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah 

dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan 

dan/atau penyelesaian sengketa 

Pemerintah Provinsi memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas 

informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau 

penyelesaian sengketa. 
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